PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 581 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 5.000 M2 (LEBIH KURANG LIMA RIBU METER PERSEGI)
PADA KELURAHAN SUNTER JAYA, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor
262/-1.711 tanggal 10 Februari 2020, Barang Milik Daerah
berupa tanah seluas + 5.000 m?2 (lebih kurang lima ribu
meter persegi) terletak di Jalan Danau Indah, Kelurahan
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi
Jakarta Utara, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari
para pemegang izin dan/atau non izin pemanfontan ruang telah
diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah
Sunter Jaya;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Sunter Jaya,
Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Seluas + 5.000 m2 (Iebih kurang
lima ribu meter persegi) pada Kelurahan Sunter Jaya, Kota
Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesin (Lemibwornn Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Y3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undinge-Undung Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk
Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS + 5.000 M2 (LEBIH KURANG LIMA RIBU METER
PERSEGI) PADA KELURAHAN SUNTER JAYA, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Duerah berupa
tanah seluas + 5.000 m? (lebih kurang linw ribu meter persegi)
terletak di Jalan Danau Indah, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kelurahan
Sunter Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur
ini.

Lurah Sunter Jaya melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah
berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara
menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik
Daerah yang ada dalam penguasaannya.



KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
menjadi tanggung jawab Lurah Sunter Jaya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

a. UBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA
TARIS DAERAH,
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—— ARULLAH MATALI

Tembusan:

. Gubernur DKI Jakarta
. Wakil Gubernur DKI Jakarta
. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
. Walikota Jakarta Utara
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
. Lurah Sunter Jaya

U Ph WM -

NN <IN N



Invivy A2
-
"
4
‘HVHEvd S vlm
VLAWY W
SOSNHY HV3AVd N
D
wr s '
v AEVINVIVE ISVALSININGY V1O omwm‘wwwwwwm |
000°000 00511 MORdONACNVL ‘03 ‘VAVE ATINNS ¢10Z s3a 1¢ 11L'1/29Z WNSVA SOSVA N 000°'S 100000 c00EIETTOt0 00010Z2S000020T VPEZEED NYNNONYE MNINA HYNVL] 1
NYHVINTEN HYANI NYNVA NVTVE |
ON 1svda
ueSuesojoy (dy) eBrey jeurery 1sexo] / yejo] ueyalolad unyel, NINNIOT "ON MMWVHMM uenjeg seny HMMMNN 3usrsg spoy U 9poy Susreq stuap / Suereg eurey OoN
(HYNV) v an1

VAVIN VIAVAVE ISVALSININQY V10X VAV JHLNNS NVHVANTAN vavd
HYNVL VdN¥IE HVNAVA BTN ONVIVE dVLIvVAd

VAVLO VIVIVL

ISVILSININGY V1OM VAV HFLNAS NVHVIOTE vavd

(IDZSYI WFLAW NERI VIATT ONVINN HIEIT) W 000°S ¥ SVIES HVNVL
VANAEE HVNEVA AITIN ONVIVE NVYNADONIJ SNLVLS NVIV.LANAJ
ONVINEL

120¢ NAHVL 18¢ AONON

VIAVIVE V1OMNEl SNSNHY Hvyava ANNATEND NYSALNITN
NVAIdAVT




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

